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BAB III 

SETTING PENELITIAN 

 

A. PDI Perjuangan Kota Surabaya 

1. Kepemimpinan PDI Perjuangan Kota Surabaya. 

PDI Perjuangan sebagai partai politik yang ada di Indonesia 

mempunyai struktur organisasi sesuai yang diatur dalam Anggaran 

Dasar BAB V tentang organisasi pasal 2246 dijelaskan bahwa, dalam 

rangka melaksanakan tugas partai, disusun jenjang kepengurusan 

sebagai berikut: 

a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai yang meliputi 

seluruh NKRI. 

b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai yang 

mewakili Propinsi. 

c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai yang 

mewakili Kota/Kabupaten. 

d. Pengurus Anak Cabang disingkat PAC Partai yang meliputi 

wilayah kecamatan. 

e. Pengurus Ranting Partai yang meliputi wilayah desa / kelurahan. 

f. Pengurus Anak Ranting yang meliputi wilayah dusun/ dukuh/ 

rukun warga/ gang. 

                                                             
46 AD/ART PDI Perjuangan pada Anggaran Dasar BAB V tentang organisasi pasal 22 
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PDI Perjuangan Kota Surabaya adalah cabang yang 

mempunyai kesejarahan yang panjang. Semenjak masih menjadi nama 

PDI hingga lahirlah nama baru PDI Perjuangan. Sehingga nama DPC 

PDI Perjuangan Kota Surabaya menjadi bagian dari sejarah lahirnya 

partai dengan kepemimpinan yang berganti-ganti tiap periodenya 

hingga sekarang. Pergantian kepengurusan setidaknya telah tercatat 

sebanyak 6 periode kepemimpinan dalam sejarah DPC PDI Perjuangan 

Kota Surabaya. Tidak berbeda dengan pada umumnya tiap 

kepemimpinan, pada satu periode adalah 5 tahun kepemimpinan baik 

itu di struktural Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah 

maupun sampai Dewan Pimpinan Cabang. 

Namun, dinamika yang terjadi di organisasi yang berkembang 

bisa menyebabkan dalam satu periode tidak penuh lima tahun. Sebab 

harus diberhentikan di tengah perjalanan kepemimpinannya karena 

beberapa alasan politik. Tetapi apabila konflik organisasi atau 

dinamika internal organisasi dapat diselesaikan dengan baik, maka tak 

menutup kemungkinan bisa menjabat penuh kepemimpinannya selama 

5 tahun. Bahkan bisa memungkinkan untuk menjabat di periode kedua, 

dengan syarat dapat terpilih kembali dalam Rapat Kerja Cabang seperti 

yang diatur dalam AD/ART partai. 

Sejak awal berdiri menjadi Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan yang bergambar moncong putih sebagai simbolnya. 

Pertama kali DPC PDI Perjuangan dinahkodai oleh Aritonang, beliau 
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sekaligus juga Ketua DPC perempuan satu-satunya sampai saat ini. 

Namun dalam dinamika yang berkembang hanya tiga tahun periode 

kepemimpinan beliau, harus memaksanya untuk turun karena dinamika 

politik yang tidak dapat diredam oleh beliau. Setelah itu, digantikan 

oleh Sutikno sebagai ketua dan Bambang DH sebagai sekretarisnya. 

Padahal suara dari bawah menginginkan Bambang yang menjadi 

ketua, namun dengan alasan usia Bambang DH yang saat itu masih 

muda maka Pak Tjip menolaknnya. 

Di periode kedua ini diketuai oleh Sutikno pun juga tidak 

begitu kuat, bergejolak karena yang mempunyai kekuatan adalah 

kelompok dari Basuki yang pada waktu itu sebagai Wakil Ketua 

DPRD Surabaya. Periode ketiga pun akhirnya muncul dengan Basuki 

sebagai ketua, meninggalkan Sutikno sebagai ketua yang hanya 

berjalan satu tahun di periode kepemimpinannya. Basuki dalam 

kepemimpinannya pun harus dipaksa mundur pula seperti periode 

Sutikno yang hanya berumur persis satu tahun dalam periode 

kepemimpinannya. Hal tersebut karena masalah dalam pencalonan 

calon Walikota Surabaya dari PDI Perjuangan waktu itu. 

Periode ke empat terpilih Bambang DH sebagai ketua DPC 

yang juga hanya berumur satu tahun dari tahun 2002-2003. Namun di 

periode ke lima Saleh Ismail Mukadar dan Wisnu Sakti Buana terpilih 

menjadi ketua dan sekretaris terpilih. Menjabat penuh lima tahun pada 

periode 2005-2010, hal tersebut dapat terjadi oleh karena kondisi 
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politik di internal pada waktu itu dapat dikendalikan dengan baik. 

Sampai saat Rakercab DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya terakhir 

tahun 2010 yang menandai berakhirnya masa jabatan sebelumnya 

secara aturan organisasi yang telah ada dalam AD/ART. 

Selanjutnya periode ke enam ini, terpilih Wisnu Sakti Buana 

yang notabene adalah anak almarhum Ir Sutjipto (Pak Tjip) sebagai 

ketua dan Armuji sebagi sekertaris. Periode  2015 ialah Wisnu Sakti 

Buana sebagai ketua serta H. Syaifuddin Zuhri sebagai sekertaris. 

Periode kepemimpinan DPC PDI Perjuangan tersebut dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Periode Kepemimpinan DPC PDI P Kota Surabaya 

No Masa Kepemimpinan Periode 

1 Aritonang 1996-1999 

2 Sutikno-Bambang 1999-2000 

3 Basuki 2000-2001 

4 Bambang DH 2002-2003 

5 Saleh Mukadar- Whisnu Sakti B 2005-2010 

6 Whisnu Sakti B – Armuji 2010-2015 
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7 Whisnu Sakti B - Syaifuddin Zuhri 2015 – Sekarang 

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya 

2. Perolehan Suara PDI Perjuangan Pada Pemilu Legislatif di 

Surabaya 

Wilayah Surabaya didominasi oleh PDI Perjuangan, hal itu 

dibuktikan dengan perolehan suara pada saat pemilihan umum. PDI 

Perjuangan selalu unggul dan masuk pada peringkat diantara tiga 

besar. Berkaca pada proses pemilihan legislatif di Surabaya sejak 

tahun 2009 yang diikuti oleh bermacam-macam partai politik. Tujuan 

utama pada pemilihan legislatif ialah kemenangan yang akan 

diraihnya. Di bawah ini tabel perolehan suara pada pemilihan legislatif 

di Surabaya tahun 2009. 

Tabel 3.2 

Perolehan Suara Legislatif Surabaya Tahun 2009 dan Tahun 2014 

No Partai Politik Perolehan Suara 

Sah Tahun 2009 

Perolehan Suara 

Sah Tahun 2014 

1 PDI Perjuangan 174.687 346.287 

2 Demokrat 280.347 140.275 

3 PKB 60.762 119.742 
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4 PKS 53.985 68.936 

5 PAN 38.729 73.614 

Sumber: KPUD Surabaya 

Dari hasil pemilu legislatif DPRD Kota Surabaya tahun 2009 

dapat terlihat bagaimana posisi strategis kekuatan politik yang dimiliki 

PDI Perjuangan di Kota Surabaya. Kemudian pada tahun 2014 PDI 

Perjuangan mendapat peringkat pertama sebagai perolehan suara di 

Kota Surabaya. 

3. Proses Pengkaderan PDI Perjuangan 

PDI Perjuangan memiliki dua prinsip kaderisasi. Pertama ialah 

kaderisasi yang bersifat formal yang melalui pelatihan yang 

diselenggarakan oleh internal partai. Kedua ialah non formal yang 

secara langsung yaitu adanya sekolah kader partai. 

Pertama kali yang mengadakan sekolah kader ialah PDI 

Perjuangan. Sekolah kader berisi tentang pengetahuan dasar kepala 

daerah perihal kepemimpinan. Sekolah kader memang terjadi secara 

singkat, akan tetapi seseorang yang menjadi kepala daerah dari PDI 

Perjuangan sedikit banyak mengetahui partai tersebut. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan SW Nugroho: 

“Jadi gini, PDI Perjuangan itu partai yang pertama kali mengadakan 
sekolah kepala daerah atau yang disebut dengan sekolah kader. Kira-
kira dikumpulkan dalam waktu setengah bulan yang berisi 
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pengetahuan dasar kepala daerah seperti apa, memimpin seperti apa. 
Meskipun kurikulum tersebut singkat, akan tetapi orang menjadi 
kepala daerah dari PDI Perjuangan setidaknya mengetahui partai 
tersebut.”47 

PDI Perjuangan juga mengadakan program sekolah kader yang 

yang bertujuan untuk keberlangsungan kader PDI Perjuangan. Hal ini 

juga diutarakan oleh Djoko Prasektyo yaitu wakabid kaderisasi DPC 

PDI Perjuangan Kota Surabaya: 

“Kalau sekolah kader itu ada yang ditingkat pusat, provinsi dan kota. 
Khusus kepemimpinan daerah ada pendidikan khusus kepala daerah 
dan beda dengan sekolah kader. Mereka yangg sudah daftar dirasa 
memenuhi syarat nanati ada sekolah khusus untuk calon kepala 
daerah.”48 

Sedangkan Erma Susanti berpendapat juga tentang sekolah 

kader PDI Perjuangan. Sekolah kader yang diadakan oleh DPP PDI 

Pejuangan selama 10 hari di Jakarta. Semua calon yang mendaftar 

untuk kepala daerah pasti diwajibkan ikut sekolah kader. Sekolah kader 

berisi tentang penerapan ideologi PDI Perjuangan. 

“Iya, iya kita punya sekolah kader adanya di pusat sana, di Jakarta 
selama 10 hari. untuk seluruh kepala daerah pasti diadakan namanya 
sekolah kader calon kepala daerah. Jadi semua calon kepala daerah 
yang mendaftar untuk Walikota akan diwajibkan ikut sekolah kader. 
Mulai dari penerapan ideologi PDI Perjuangan. Narasumbernya 
para menteri dan sekjen yang ada di DPP sana.”49 

Djoko Prasektyo memiliki pendapat perihal sekolah kader, 

bahwa orang seperti Risma menjadi sangat mungkin untuk diberi 

kesempatan dan diapresiasi sebagai guru kader untuk memberi materi 

                                                             
47 SW Nugroho, Wawancara, Surabaya, 19 Juli 2010. 
48 Djoko Prasektyo, Wawancara, Surabaya, 11 April 017. 
49 Erma Susanti, Wawancara, Surabaya, 17 Juli 2017. 
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terkait kebijakan pro rakyat serta kebijakan lain yang sesuai dengan 

semangat dari PDI Perjuangan. 

“.....Nah sistem sekolah kader orang seperti Risma diberi kesempatan, 
diapresiasi sebagai guru kader untuk memberi materi terkait 
kebijakan pro rakyat dan kebijakan lain yang sesuai dengan semangat 
dari PDI Perjuangan.”50 

Selain proses pencalonan PDI Perjuangan memiliki dua sumber 

pencalonan kepala daerah. Yang satu dari kader sendiri dan yang kedua 

dari sisi non kader. Dua sumber pencalonan kepala daerah tersebut 

meskipun yang diusung non kader, akan tetapi PDI Perjuangan Kota 

Surabaya mempertimbangkan elektabilitas serta popularitas calon 

kandidat. 

Hal tersebut memiliki alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. 

Meskipun yang diusung ialah non kader, PDI Perjuangan juga 

mempertimbangkan pandangan kandidat tersebut. Selanjutnya melihat 

sepak terjang kandidat yang diusungnya apakah sejalan dengan PDI 

Perjuangan secara ideologi dan sesuai garis perjuangan. 

Pada pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015, DPC PDI 

Perjuangan sempat memberikan pernyataan tidak lagi mengusung 

Risma. Hal itu memiliki alasan karena PDI Perjuangan kecewa dengan 

Risma yang selama menjadi Walikota periode sebelumnya melupakan 

partai pengusung. Namun hal tersebut dibenarkan oleh Wakabid 

Kaderisasi DPC PDI Perjuangan, bahwa berita tersebut tidaklah benar. 

                                                             
50 Djoko Prasektyo, Wawancara, Surabaya, 11 April 017. 
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“Seperti musuh ya? Istilahnya kalau bicara media harus selektif, 
tergantung media dan yang dibahas, kalau tidak seideologi dengan 
PDI Perjuangan pasti pemberitaannya mendiskriminasi PDI 
Perjuangan. Media sekarang beda dengan dulu, media sekarang 
membawa kepentingan.”51 

Pencalonan Risma pada saat itu terlaksana karena Risma 

mengurus surat keterangan untuk membuat KTA PDI Perjuangan. 

Setelah itu PDI Perjuangan mencalonkannya dengan Wisnu Sakti 

Buana sebagai wakilnya. Meskipun sebelum Risma mendapat KTA 

sempat ada perbedaan pendapat tapi hal itu bisa segera diselesaiakan. 

Apalagi pada saat Risma datang ke DPC untuk membuat KTA PDI 

Perjuangan. Hal ini juga membuat PDI Perjuangan merasa senang 

karena sejak awal menginginkan kader sendiri. 

“Kami tetap minta kader sendiri. Kami tidak mau non kader di PDI 
Perjuangan. Lalu tiba-tiba ditengah perjalanan Bu Risma datang ke 
kita dan membuat KTA PDI Perjuangan. Pada saat itu saya bilang 
kalau mau saya ya seperti ini Bu, ketika KTA jadi ya sudah selesai. 
Kita selanjutnya sosialisasi bahwa Risma sudah resmi mengajukan 
diri untuk mundur sebagai PNS dan menjadi anggota partai.”52 

Sukadar juga menjelaskan jika keputusan untuk mengusung 

Risma sebagai calon kadidat dari PDI Perjuangan atas persetujuan dari 

pusat. Keputusan tersebut harus dipatuhi oleh DPC dan juga DPD. 

Terlepas dari urusan sebelum Risma mendapat KTA PDI Perjuangan. 

“Jadi PDI Perjuangan itu tawadhu’, ketika ketua umum bilang A 
maka bawahan juga ikut A. Jadi mulai kader partai, struktur partai, 
aktivis partai, anggota partai ketika elite bilang A maka ya A.  Karena 
yang ditakutkan hanya selembar kertas yang bernama SK. Yang 

                                                             
51 Djoko Prasektyo, Wawancara, Surabaya 11 April 2017. 
52 Sukadar, Wawancara, Surabaya, 9 Juni 2017. 
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sebelumnya bertikai, setelah SK turun ya sudah teratasi netral seperti 
semula.”53 

Pada waktu itu instruksi dari DPP bahwa calon yang diusung 

harus dari kader sendiri. Saat SK tersebut sudah turun maka DPC 

maupun DPD harus mematuhinya. Risma saat itu belum berKTA PDI 

Perjuangan jadi DPC mengenalkan Wisnu sebagai calon yang 

diusungnya. Pengenalan Wisnu tersebut juga bertujuan supaya 

masyarakat kenal dengan calon dari PDI Perjuangan. 

“Iya, tetapi bukan tidak mengusung, melainkan menunggu, menunggu 
Risma, dan selama menunggu PDI Perjuangan  harus 
memperkenalkan calon kepada masyarakat kalau semisal bukan 
Risma bukan sebagai calon maka kita harus memperkenalkan calon 
yang kita usung supaya masyarakat tau. Waktu juga terbatas.”54 

PDI Perjuangan juga melihat kondisi dan situasi yang ada pada 

wilayah tersebut. Di mana kader atau non kader tidak masalah yang 

terpenting suara dari kandidat tersebut bisa dimenangkan. Jadi tiap 

wilayah itu berbeda perihal pencalonan kandidat PDI Perjuangan. 

”Aturan memang seperti itu, bahwa daerah yang memiliki 
kemenangan di atas 30% harus mencalonkan kadernya di daerah 
tersebut. Itupun melihat situasi wilayah daerah menang melalui 
survei, apabila tidak ada yang laku dijual maka non kader boleh.”55 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Sukadar, Wawancara, Surabaya, 9 Juni 2017. 
54 Djoko Prasektyo, Wawancara, Surabaya 11 April 2017. 
55 SW Nugroho, Wawancara, Surabaya 19 Juli 2017. 
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B. Pemilihan Umum Walikota Surabaya Tahun 2015 

1. Tahap Perekrutan Calon Kepala Daerah di PDI Perjuangan Kota 

Surabaya 

Rekrutmen politik merupakan salah satu tahapan seseorang 

untuk masuk ke dalam kontestan politik. Rekrutmen politik merupakan 

suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk 

mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun 

politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur 

rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut/diseleksi 

adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat 

dibutuhkan utnuk suatu jabatan atau fungsi politik. 

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. 

Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem yang dianut. 

Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah 

setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara 

ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi 

administratif, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada 

ideologi Negara.56 

PDI Perjuangan juga memiliki mekanisme rekrutmen politik itu 

sudah tertata dalam aturan partai yang sudah baku di dalam AD/ART, 

                                                             
56Fadillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003), 
13. 
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serta dalam petunjuk teknis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan 

calon Bupati-Wakil Bupati, atau Calon Walikota-Wakil Walikota. 

AD/ART tersebut juga mengatur mengenai hierarki organisasi 

secara struktural dalam mengambil keputusan strategis partai. Dari 

mulai kongres yang merupakan keputusan tertinggi partai, kedua 

adalah keputusan DPP, ketiga keputusan DPD, dan keempat adalah 

keputusan DPC. Keputusan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh kader 

atau pengurus partai.  

Pada pemilihan Walikota Surabaya tahun 2015, PDI 

Perjuangan memiliki beberapa alur yang kemudian menghasilkan 

nama kepala daerah yang diusung. Adapun beberapa tahapan yang 

menjadi penting untuk perekrutan nama-nama tersebut. 

a. Pertama ialah instruksi dari pusat yaitu DPP PDI Perjuangan guna 

membuka pendaftaran sebagai calon kepala daerah Kota Surabaya. 

Instruksi DPP agar pada pemilihan nama yang akan direkrut ialah 

kader sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Djoko Prasektyo 

yang merupakan Wakabid Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota 

Surabaya: 

“karena waktu itu Risma belum berKTA PDI Perjuangan dan 
kalau mengurus itu membutuhkan waktu lama. Sementara kita 
mendapatkan intruksi dari DPP harus dari kader sendiri.57 

                                                             
57 Djoko Prasektyo, Wawancara, Surabaya 11 April 2017. 
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Sedangkan kader PDI Perjuangan di Kota Surabaya juga 

menginginkan kadernya sendiri. Bagaimanapun juga Kota 

Surabaya merupakan wilayah yang didominasi oleh PDI 

Perjuangan. Alasan menginginkan kader sendiri ialah PDI 

Perjuangan tidak mengharapkan jika suatu saat non kader yang 

diusung PDI Perjuangan hanya dianggap sebagai kendaraan saja. 

Bagaimana pun juga pemenangan dalam pemilihan umum 

merupakan kerja keras seluruh anggota partai. 

“Jadi sebenarnya PDI Perjuangan di dalam event apapun saya 
ngomong di Surabaya itu inginkan kader sendiri. Dari pada non 
kader, tapi hanya untuk meminjam kendaraan saja lalu 
dilupakan. Kan kasihan kendaraannya. Cuma jadi ojek saja. 
Fenomena ini ditemukan sejak Imam Utomo, sebelumnya Pak 
Basofi malahan lewat PDI Perjuangan juga.”58 

Pada tahun 2015, DPC PDI Perjuangan membuka 

pendaftaran baik dari internal atau eksternal. Pendaftaran tersebut 

dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran. Di PDI 

Perjuangan, untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah terdapat 

tiga pintu. Yang pertama melalui DPC, DPD, dan juga DPP. 

Sedangkan untuk mekanisme, PDI Perjuangan juga 

memiliki mekanisme dalam pendaftarannya. Calon kepala daerah 

yang mendaftar bisa mendaftarkan sendiri, bisa di daftarkan oleh 

orang lain dan ada pula yang mengusulkan yaitu PAC untuk 

penjaringan bahkan ditunjuk oleh DPP. 

                                                             
58 Sukadar, Wawancara, Surabaya, 9 Juni 2017. 
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“.....Di PDI Perjuangan orang bisa mendaftar sendiri, bisa 
didaftarkan oleh orang lain ada yang mengusulkan dari PAC untuk 
penjaringan.”59 

b. Kedua yaitu PAC melakukan rapat atau penjaringan. Pada tahun 

2015 saat itu hanya muncul nama Wisnu yang memang kader 

sendiri. Kemunculan Wisnu tersebut karena diusung oleh PAC di 

Surabaya. PAC diseluruh Kota Surabaya mendukung Wisnu 

supaya maju dan mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya. 

c. Ketiga yaitu pihak DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya 

mempromosikan Wisnu sebagai calon kepala daerah yang diusung 

oleh PDI Perjuangan. Wisnu diusung karena nama Risma tidak 

muncul, dalam artian belum mendaftar ke DPC. Sedangkan waktu 

sudah semakin dekat dengan pemilihan Walikota, maka sebagai 

alternatif PDI Perjuangan mengenalkan Wisnu terlebih dahulu. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Djoko Prasektyo: 

“karena waktu itu Risma belum berKTA PDI Perjuangan dan 
kalau mengurus itu membutuhkan waktu lama. Sementara kita 
mendapatkan intruksi dari DPP harus dari kader sendiri. Jadi 
serba susah kalau Risma tidak segera berKTA. Kan kita tidak 
bisa apa-apa karena itu sudah instruksi ketua umum dan hasil 
rapat DPP. Untuk itu kita harus tegas, kalau memang Risma 
ingin PDI Perjuangan mencalonkan kembali maka dia harus 
segera berKTA, dan akhirnya Risma mengurus KTA PDI 
Perjuangan jadi urusannya sudah selesai. Karena kalau tidak 
berKTA PDI Perjuangan ya pilihannya wisnu, istilahnya ada 
cadangannya lah.”60 

d. Keempat yaitu munculnya nama Wisnu yang juga sudah melalui 

tahap Rakercabsus DPC diserahkan pada Pusat. Pada tahun 2015 

                                                             
59 SW Nugroho, Wawancara, Surabaya 19 Juli 2017. 
60 Djoko Prasektyo, Wawancara, Surabaya 11 April 2017. 
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memang hanya ada nama Wisnu yang mendaftar ke DPC PDI 

Perjuangan Kota Surabaya. 

2. Keputusan DPP PDI Perjuangan Atas Perekrutan Risma 

Setelah melalui tahap rakercabsus oleh DPC PDI Perjuangan, 

hasil dari forum tersebut diserahkan kepada DPD PDI Perjuangan 

Jawa Timur. Melalui DPD, hasil rakercabsus akan segera diserahkan 

kepada pusat dalam hal ini ialah DPP PDI Perjuangan. Setelah 

rekomendasi rakercabsus sudah sampai di DPP, maka DPP melakukan 

lembaga survei yang eksistensinya sudah diakui. Di Jawa Timur PDI 

Perjuangan memiliki sekitar 10 lembaga survei yang sudah 

terakreditasi dan salah satunya ialah indo barometer. 

Pada saat melakukan survei, DPP PDI Perjuangan juga 

membuka masukan atau saran dari masyarakat perihal calon kepala 

daerah yang akan diusungnya. Setelah masukan dan saran terkumpul 

serta survei juga sudah selesai, DPP segera memutuskan siapa yang 

akan ditetapkan untuk maju sebagai calon kepala daerah. 

Pada tahun 2015 saat itu surat keputusan yang turun dari DPP 

merekomendasikan Risma sebagai calon kepala daerah dan nama 

Wisnu sebagai Wakilnya. Risma dianggap lebih memiliki potensi yang 

lebih unggul untuk meraih kemenangan dalam proses pemilihan 

umum. 
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Proses perekrutan Risma tidak muncul begitu saja, sebab 

sebelumnya DPP juga mempertimbangkan. Bahwa Risma merupakan 

kandidat incumbent dengan prestasi yang sudah tidak diragukan lagi. 

“Khusus terkait munculnya Bu Risma dalam pilwali 2015 yang lalu 
merupakan bukan proses tiba-tiba. Karena sebelumnya ada Pak 
Bambang DH, saat Pak Bambang sebagai Walikota, Bu Risma sudah 
masuk dalam pemetaan, siapa kira-kira selain kader PDI 
Perjuangan atau non kader yg bisa sejalan untuk memperjuangkan 
platform PDI Perjuangan, kebetulan Pak Bambang jadi Walikota 
sehingga bisa langsung melihat kinerja anak buahnya di birokrasi 
pemerintahan. Bu Risma masuk dalam kategori penjaringan.”61 

Nugroho juga menjelaskan bahwa keputusan DPP untuk 

merekomendasikan nama Risma dengan Wisnu memiliki 

pertimbangan yang signifikan. Pasalnya kedua calon kandidat tersebut 

sudah membuktikan di periode sebelumnya yaitu tahun 2010 bahwa 

kepemimpinannya sudah berprestasi. 

“Langsung sepaket karena melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. 
Pada periode pertama waktu itu, elektabilitas Risma masih rendah. 
Kemudian satu-satunya PDI Perjuangan lakukan untuk 
memenangkan ialah dengan Bambang DH. Namun Bambang DH 
sudah menjabat selama 2 periode, jadi diakali lah Bambang sebagai 
wakil dan Risma sebagai Walikota. Jadi sepaket yang berprestasi itu 
yang dilanjutkan oleh PDI Perjuangan yaitu Risma dan Wisnu.”62 

Apabila dibentuk tabel, berikut hasil perekrutan calon kepala 

daerah PDI Perjuangan hingga proses munculnya Risma sebagai 

kandidat yang direkrut oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai Calon 

Walikota Surabaya. 

 

                                                             
61 Djoko Prasektyo, Wawancara, Surabaya 11 April 2017. 
62 SW Nugroho, Wawancara, Surabaya 19 Juli 2017. 
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Tabel 3.3 

Proses Perekrutan dan Penetapan Calon Kepala Daerah oleh PDI 

Perjuangan dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2015 

1. DPP memberi instruksi untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah. 

a. DPC membuka pendaftaran baik internal atau eksternal boleh mendaftar. 

b. Selama satu bulan pengisian formulir pendaftaran. 

c. Mekanisme pendaftaran bisa mendaftar sendiri, didaftarkan, diusulkan PAC, 

ditunjuk DPP. 

2. PAC melakukan rapat atau penjaringan 

a. Saat itu hanya muncul nama Wisnu yang mendaftar. 

b. Rata-rata PAC di Kota Surabaya mengusung Wisnu. 

3. DPC mempromosikan Wisnu sebagai calon kepala daerah yang diusung. 

4. Nama Wisnu diusulkan pada rakercabsus oleh DPC. 

5. Hasil rakercabsus diserahkan ke DPD. 

6. Kemudian oleh DPD dikirim ke DPP. 

7. Setelah rekomendasi diterima oleh DPP. 

a. DPP melakukan survei oleh lembaga survei Jawa Timur salah satunya Indo 

Barometer. 

b. DPP juga menerima usulan masyarakat agar mengusung Risma. 

c. Potensi yang dimiliki Risma sebelumnya membuat survei pemenangan Risma 

lebih unggul daripada Wisnu. 

8. Rapat DPP dalam penentuan calon kepala daerah. 

9. SK DPP turun untuk DPD dan juga DPC. 

10. SK DPP berisi kemunculan nama Risma sebagai calon kepala daerah sedangkan 
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Wisnu sebagai wakil kepala daerah oleh PDI Perjuangan Kota Surabaya. 

11. Selanjutnya Risma mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sekaligus 

mengurus KTA PDI Perjuangan. 

12. Oleh DPC kemudian nama Risma-Wisnu di daftarkan ke KPUD Kota Surabaya 

dan mendapatkan KTA PDI Perjuangan. 

13. Pelaksanaan pemilihan Walikota Surabaya pada 9 Desember 2015. 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

 

PDI Perjuangan merupakan partai yang dominan di Surabaya. Sebagai 

partai besar PDI Perjuangan selalu unggul dalam perolehan suara. Hal ini juga 

berlaku pada proses pemilihan walikota Surabaya pada tahun 2015. Pada saat itu 

DPP mengintruksikan bahwa calon yang direkrut oleh partai tersebut harus dari 

kader sendiri. Risma pada saat mendaftar di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya 

tanggal 9 Mei 2015, pada saat itu belum menjadi kader. Sehingga proses 

perekrutan tersebut non kader. Berikut tabel yang menunjukkan waktu perekrutan 

Risma hingga pelaksanaan pemilihan umum walikota Surabaya tahun 2015. 
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Tabel 3.4 

Tanggal Pelaksanaan Agenda Pemilihan Walikota oleh PDI Perjuangan 

No Waktu Keterangan 

1 9 Mei 2015 Risma mendaftar di DPC PDI Perjuangan Kota 

Surabaya sebagai Calon Walikota. 

2 8 Juli 2015 Risma Memperoleh KTA PDI Perjuangan. 

3 27 Juli 2015 DPC PDI Perjuangan mendaftarkan pasangan 

Risma-Wisnu ke KPU Kota Surabaya. 

4 9 Desember 2015 Pelaksanaan Pemilihan Walikota Surabaya 

Tahun 2015. 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Pada periode 2010 yaitu Risma-Bambang DH, Risma masih menjadi PNS 

dan tidak terikat dengan partai manapun. Risma mendaftar di DPC PDI 

Perjuangan pada tanggal 9 Mei 2015. Sebagai status PNS non aktif Risma belum 

bisa memiliki kartu anggota PDI Perjuangan. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2015 

tentang Pemilihan Kepala Daerah maka calon dari PNS harus mundur dulu. 

Pada tanggal 8 Juli 2015 KTA Risma sudah selesai dibuat, dan 

kemunduran Risma dari PNS juga sudah disetujui oleh mendagri. Pasangan 

Risma-Wisnu menghadiri penyerahan rekomendasi oleh Pak Sekjen yaitu Hasto 

Kristianto di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus penyerahan KTA. Pada 
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saat Risma sudah terdaftar di KPU pada tanggal 27 Juli 2015 secara UU pilkada 

calon dianggap sah terdaftar dan Risma sudah menjadi kader. Latar belakang 

kader oleh PDI Perjuangan ialah harus mempunyai KTA, Pernah menjadi 

Pengurus Ranting, PAC, DPC selama kurang lebih 2 tahun. 

Proses rekrutmen PDI Perjuangan melalui mekanisme penjaringan calon 

mulai dari PAC, DPC, DPD hingga DPP. Risma mendaftar melalui DPP PDI 

Perjuangan. Bisa dikatakan kalau antara Risma dengan PDI Perjuangan terjadi 

proses komunikasi dan internalisasi. Sebab KTA diyakini bisa memperkuat kerja 

sama antara Risma sebagai kader dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Aven Januar. 

“Jadi antara Risma dan PDI Perjuangan terjadi proses komunikasi dan 
internalisasi. KTA adalah bagian dari fatsun politik Bu Risma untuk memperkuat 
kerjasama dengan kader PDI Perjuangan di masa mendatang.”63 

Artikulasi perekrutan kader bukan hanya sbatas simbolik dengan waktu 

pendaftaran. Sebab proses merekrut Risma adalah proses panjangan sejak 

penjaringan calon walikota 2010 dan baru pada tahun 2015 Risma berkenan 

mengeluarkan fatsun politiknya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. KTA 

Risma bisa dikatakan sebagai bentuk dari fatsun politik Risma kepada ketua 

umum yaitu Megawati serta PDI Perjuangan. Sehingga proses perekrutan Risma 

untuk jangka panjang perekrutan yang berstatus non kader PDI Perjuangan. 

                                                             
63 Aven Januar, Wawancara, Surabaya 9 Agustus 2017. 




